PERATURAN WALIKOTA CIMAHI

NOMOR | TAHUN 2014

TENTANG

UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN

UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN

Menimbang

Mengingat

PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan ketentuan Pasal
3 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan
Dokumen Lingkungan, setiap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDAL, wajib
memilik UKL-UPL dan setiap usaha dan/atau kegiatan
yang tidak termasuk kriteria wajib UKL-UPL, wajib
memiliki SPPL;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Walikota memiliki
kewenangan untuk menetapkan Jenis Usaha dan/atau
Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL;

bahwa Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan
penapisan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib
memiliki UKL-UPL atau SPPL;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud huruf a, b dan c¢ di atas perlu ditetapkan
Peraturan  Walikota tentang Upaya Pengelolaan
Lingkungan Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Dan
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan
Pemantauan Lingkungan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4886);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3815);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 48);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat
Perbelanjaan, Dan Toko Modern;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau
Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);




13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 990);

14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Cimahi
(Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2008 Nomor 1
Seri D);

15. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 9 Tahun 2008
tentang Lembaga Teknis Daerah Dan Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota
Cimahi Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UPAYA PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

&
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Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Cimahi.
Walikota adalah Walikota Cimabhi.

Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang dalam bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimahi.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lain.

Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang
bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan
dilaksanakan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan
Hidup, yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan
dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau
kegiatan.

Usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat
menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta
menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.

Dampak penting adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat
mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.
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(2)

Rekomendasi UKL-UPL adalah surat persetujuan terhadap suatu usaha
dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL.

Instansi Lingkungan Hidup adalah instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup.

Kepala instansi lingkungan hidup adalah kepala instansi yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di Kota Cimabhi.

BAB II
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB UKL-UPL DAN SPPL

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib
AMDAL, wajib memiliki UKL-UPL.

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL
wajib membuat SPPL.

Pasal 3

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL dan SPPL
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

BAB III
TATA LAKSANA

Pasal 4

UKL-UPL disusun oleh pemrakarsa sesuai dengan format penyusunan
sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Format pernyataan SPPL ditandatangani oleh pemrakarsa usaha
dan/atau kegiatan dengan diketahui oleh Kepala Instansi Lingkungan
Hidup sebagaimana dimaksud pada Lampiran III peraturan ini.

Pasal 5

Pemrakarsa mengajukan UKL-UPL atau SPPL kepada instansi lingkungan
hidup.

Kepala instansi lingkungan hidup memberikan tanda bukti penerimaan
UKL-UPL atau SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
pemrakarsa yang telah memenuhi format penyusunan UKL-UPL atau
SPPL sebagaimana dimaksud pada Pasal (4).

Pasal 6

Kepala instansi yang membidangi lingkungan hidup wajib :

a. melakukan pemeriksaan UKL-UPL dan SPPL dengan berkoordinasi
dengan instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan,

b. menerbitkan risalah pembahasan UKL-UPL paling lama 14 (empat
belas) hari kerja sejak diterimanya UKL-UPL; atau

c. melakukan pemeriksaan SPPL dan memberikan persetujuan SPPL
paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya SPPL.

Dalam hal terdapat kekurangan data dan/atau informasi dalam UKL-UPL
atau SPPL serta memerlukan tambahan dan/atau perbaikan, pemrakarsa
wajib menyempurnakan dan/atau melengkapinya sesuai hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Kepala instansi lingkungan hidup, wajib :

a. menerbitkan rekomendasi UKL-UPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterimanya UKL-UPL yang telah disempurnakan oleh
pemrakarsa; atau

b. memberikan persetujuan SPPL paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterimanya SPPL yang telah disempurnakan oleh pemrakarsa.

Dalam hal kepala instansi lingkungan hidup tidak melakukan
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau tidak menerbitkan
rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), UKL-UPL atau SPPL yang diajukan
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dianggap telah diperiksa dan
disahkan oleh kepala instansi lingkungan hidup.

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a
diterbitkan sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Rekomendasi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3)
huruf a dlgunakan sebagai dasar untuk :

a. memperoleh izin lingkungan;

b. melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
Persyaratan dan kewajiban dalam rekomendasi UKL-UPL sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan ke dalam izin lingkungan.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL dibebankan
kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Biaya administrasi dan persuratan, pengadaan peralatan kantor untuk
menunjang proses pelaksanaan pemeriksaan UKL-UPL atau SPPL,
penerbitan rekomendasi UKL-UPL atau persetujuan SPPL, pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Cimabhi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Rekomendasi UKL-UPL dan persetujuan SPPL yang telah dikeluarkan sebelum
berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang
teknis pelaksanaannya akan diatur melalui Peraturan Walikota lebih lanjut,
yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.




Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Cimabhi.

Ditetapkan di Cimahi

Pada tanggal 2AS A?n'\ 201y
WALIKOTA CIMAHI, /7/

—h_—

ATTY SUHARTI




